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Abstrak

Money laundering merupakan tindak pidana yang selalu ada, dan akhir-akhir ini terdapat kasus yang
masif di Indonesia, globalisasi dan kemajuan teknologi terkait keuangan serta sosial merupakan factor-
faktor penyebab kejahatan money laundering. Money laundering terus berkembang sejak dahulu hingga
saat ini pemerintah berupaya menegakkan hukum tindak pidana money laundering, maka hal yang
penting untuk kita bahas. Undang-Undang No. 8/2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dikaji dengan pendekatan yuridis normative dalam penelitian ini, dengan berbagai
terobosan-terobosannya, yaitu pembuktian terbalik dan pengaturan pidana denda. Kategori tindak
pidana ini merupakan kejahatan transnasional dan white collar crime yang berdampak destruktif
terhadap ekonomi maupun bangsa dan negara, sehingga harus diupayakan dengan berbagai cara
penanggulangan, yaitu dengan mengoptimalkan tugas dan kewenangan PPATK, dan kerjasama antar
negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Money laundering, PPATK

Abstract
Money laundering is a crime that always exists, and recently there have been massive cases in Indonesia,
related technological and social advances are factors that cause money laundering crimes. Money
laundering has continued to develop since the past until now the government is trying to follow up the law
on money laundering, so it is important for us to discuss. Law No. 8/2010 The Prevention and Eradication
of the Crime of Money Laundering is examined with a normative juridical approach in this study, with
various breakthroughs, namely proof and fines. This category of crime is a transnational crime and a
white-collar crime that has a destructive impact on the economy as well as the nation and state, so that
efforts must be made in various ways to overcome it, namely by optimizing the duties and authorities of
the PPATK, and cooperation between countries.
Keywords: Crime, Money Laundering, PPATK
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PENDAHULUAN

Dewasa ini berbagai kalangan

semakin memperhatikan adanya tindak
pidana money laundering, dalam lingkup
nasional Indonesia  maupun  dunia
internasional. Posisi strategis Indonesia di

persimpangan jalur pelayaran global dan

mendukung orang-orang dari berbagai
dunia untuk memasuki/melintasi
Indonesia serta pesatnya globalisasi

berdampak terhadap kehidupan manusia
di bidang teknologi dan alat transportasi,
karena interaksi tidak lagi terbatas jarak
dan waktu. (Hartanto,2021) Fenomena-
tersebut

fenomena mendorong

perkembangan kejahatan money

laundering yang makin kompleks dan

masif. Perkembangan kejahatan/
kriminalitas terkait money laundering ini
menyangkut perilaku individu, dan bangsa
kemudian berefek negatif terhadap negara,
sehingga sifat money laundering menjadi
gelobal/universal dan lintas yuridiksi
negara. Topik perdebatan saat ini adalah
masa penanggulangan bencana non-alam
Covid-19, yang menjadi dasar terbitnya
peraturan, yaitu  Perppu No. 1/2020
secara khusus pada yaitu Pasal 27 ayat
(1), yang mengatur pada pokoknya biaya

yang digunakan Pemerintah beserta
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belanja negara  yang masuk kedalam
lingkup  bidang  keuangan  daerah,
kebijakan stabilitas sistem keuangan,
kebijakan pembiayaan, dan upaya
pemulihan ekonomi nasional,
merupakan bagian dari biaya ekonomi
untuk penyelamatan perekonomian dari
krisis dan bukan merupakan kerugian
Negara: (Dian Eka Prastiwi, 2020). Pada
saat ini sedang terjadi perkara yang
menjadi perhatian publik, dan berpotesi
terjadinya money laundering seperti
dikutip Kompas.com, Kejaksaan Agung
masih menelusuri aliran dana yang diduga
diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari
dari Djoko Tjandra, Kepala Pusat
Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari
Setiyono  menyatakan, tak menutup
kemungkinan Pinangki dikenai pasal
tindak pidana pencucian uang. (Devina
Halim. 2020)

Statistik PPATK menerbitkan bulletin
dan memberitakan sesuai amanat UU
TPPU selain melakukan fungsi analisis,
PPATK juga berhak memeriksa. Selama
Juni 2019, terdapat penambahan 5 Hasil
Pemeriksaan (HP) yang diteruskan kepada
Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah
HP yang telah dilimpahkan pada penyidik
maupun Kementerian/Lembaga terkait
sejak berlakunya UU TPPU, tercatat
sebanyak 140 HP, dengan rincian 57 HP
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diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK,
40 HP ke Penyidik Kepolisian, 19 HP ke
Penyidik DJP, 33 HP ke Penyidik
Kejaksaan, 9 HP ke Penyidik DJBC, 8 HP ke
Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI
Disisi lain, terkait putusan pengadilan,
berdasarkan data terkini, hingga bulan
Juni 2019 telah ada 366 putusan
pengadilan TPPU

diundangkannya UU PP TPPU. Maka secara

perihal sejak
total sejak bulan Januari 2005, jumlah
putusan pengadilan terkait TPPU tercatat
sudah sebanyak 404 kasus dengan
hukuman maksimal penjara seumur hidup
dan denda maksimal Rp 32 Miliar. (Kiagus
Ahmad Badaruddin, 2019)

Dengan

kemajuan teknologi

informasi dan globalisasi keuangan,

mengakibatkan =~ makin  mendunianya

perdagangan barang dan jasa arus
finansial yang mengikutinya. Kemajuan
tersebut tidak selamanya memberikan
dampak yang positif bagi suatu negara,
karena terkadang justru menjadi sarana
yang subur, bagi perkembangan kejahatan
khususnya kejahatan white collar crime.

Di Indonesia upaya pencegahan dan
penanggulangan tindak pidana pencucian
dilakukan mengundangkan

15 Tahun 2002

dengan

Undang-Undang No
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Undang No 25 tahun 2003. Namun, upaya
yang dilakukan tersebut dirasakan masih
kurang makasimal, antara lain karena
peraturan perundang-undangan yang ada
ternyata masih memberikan ruang
timbulnya penafsiran yang berbeda-beda,
adanya celah hukum, kurang efektifnya
pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya
terobosan beban pembuktian terbalik,
keterbatasan pencarian informasi,
sempitnya cakupan pelapor dan jenis
laporannya, serta kurang jelasnya tugas
dan kewenangan dari para pelaksana
Undang-Undang ini. Sehingga perlu diganti
dan akhirnya pada 2010 pemerintah
mengesahkan Undang-Undang No. 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak
pidana pencucian uang adalah tindakan
manipulatif sejumlah besar uang ilegal
yang berasal tindak pidana menjadi dana
yang kelihatannya bersih atau sah
menurut hukum, dengan menggunakan
metode yang canggih, kreatif dan
kompleks. ( Rizky Adi Pratama, 2020)

Dalam penjelasan Undang-Undang
No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang
menyebutkan bahwa pada umumnya

pelaku tindak pidana berusaha
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menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul harta kekayaan yang merupaan hasil
dari tindak pidana dengan berbagai cara
agar harta kekayaan  hasil tindak
pidananya susah diselidiki/disidik oleh
aparat penegak hukum sehingga dengan
mudah dapat menggunakan harta
kekayaan tersebut baik untuk kegiatan
yang sah maupun tidak sah, maka tindak
pidana pencucian

uang tidak hanya

mengancam stabilitas sistem
perekenomian dan sistem keuangan, tetapi
juga dapat membahayakan sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.

Tindak pidana pencucian uang

seringkali melibatkan orang-orang yang

memiliki  kewenangan/ kuasa dan
kepentingan untuk memperkaya diri
sendiri dengan cara menyembunyikan

atau menyamarkan asal-usul atas harta
kekayaan yang merupakan hasil tindak
namun tidak

dilakukan

pidana, menutup

kemungkinan pula  oleh
masyarakat “biasa”. Untuk menanggulangi
modus pencucian uang disebuah negara,
pada umumnya dibentuk oleh negara itu
lembaga khusus yang nama generiknya

disebut dengan Financial Inteligence Unit
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menganalisis atau memproses

informasitersebut, dan menyampaikan
hasil informasi tersebut kepada otoritas
yang berwenang untuk menunjang upaya-
upaya memberantas kegiatan pencucian
uang. FIU Indonesia yang dimiliki
Indonesia diberi nama Pusat Pelaporan
Dan  Analisis Transaksi  Keuangan
(PPATK). ( Rizky Adi Pratama, 2020).
Tujuan dalam penulisan ini untuk
mengetahui dan menganalisa sejarah
perkembangan money laundering dan

problematika pemerintah dalam

melakukan penegakan hukum.

METODE
PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif  analitis dengan
pendekatan penelitian normatif, dengan
judul problematika penegakan hukum
tindak pidana pencucian uang. Sedangkan
maksud deskriptif analitis yaitu suatu
metode penelitian dengan mengungkapkan
masalah yang ada dalam perumusan,
untuk

kemudian menganalisis

diinterpretasikan serta membuat

kesimpulan dan memberi saran. (Rajin
Sipetu, 2019).

Data primer yang digunakan
diperoleh peneliti mengacu pada data atau

fakta dan kasus hukum yang diperoleh
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penelitian. (Hartanto, 2020). Kemudian cepat dalam memproses pencucian uang
diharapkan dapat menjawab rumusan agar hasil kejahatan yang mereka
masalah sejarah dan upaya pemerintah peroleh

dalam problematika penegakan hukum

tindak pidana money laundering.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejak tahun 1876 setidaknya telah
dikenal modus tindak pidana pencucian
uang (money laundering) yang merupakan
suatu jenis kejahatan “kerah putih”. Kala
itu dikenal nama Henry Every seorang
bajak laut dalam perompakannya terakhir
merompak kapal milik negara Portugis.
Harta rampasan tersebut kemudian dibagi
dengan para anak buahnya, dan bagian
untuk Henry Every diinvestasikan pada
transaksi perdagangan Dberlian pada
kenyataannya perusahaan berlian itu juga
merupakan perusahaan milik perompak
lain yang melakukan tindakan pencucian
uang di darat. (Ernest Runtukahu,2017)

Gabungan kata (frasa) money
laundering baru kemudian muncul dimasa
salah satu mafia terbesar di Amerika
Serikat tahun 1920-an yaitu Al Capone,
ia memulai bisnis Laundromats (tempat
cuci otomatis). Bisnis bdang ini dipilih

karena menggunakan uang tunai yang

120



Rininta dan Hartan@okPvod|mwatika/HenedalZd Wiakend0PihddR B #tana Pencucian Uang

dari hasil transaksi pelacuran, pemerasan,
judi, dan penyelundupan  minuman
beralkohol (miras), tersamarkan seolah
sebagai uang yang halal. (Iwan Kurniawan,
2013).

Pada masa 1980-an, jutaan uang dari
kejahatan dimasukkan dalam bisnis-bisnis
melanggar hukum dan perusahaan lain. Dari
modus di masa Al Capone kemudian money
laundering menggunakan modus lebih
kompleks/ berkembang. Contohnya adalah
pengakuan dari seorang mafia obat bius,
Franklin Jurador yang menceritakan
pemindahtanganan uang hasil kejahatan
ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai
transaksi antara lain jual beli aset fiktif
atau investasi “gelap” untuk keperluan
keuntungan ekonomi, yang melibatkan
berbagai pihak/proxy, tidak hanya secara
domestik namun juga antar negara dengan
transaksi yang lebih rumit. (Iwan
Kurniawan, 2013).

Maka dapat diketahui bahwa tindak
pidana money laundering sebenarnya
sudah ada sejak dahulu kala. Para pelaku
tindak pidana pencucian uang dalam skala
menengah atau besar, umumnya
mempersiapkan/ mengorganisir bagaimana
cara menghilangkan/ mengaburkan asal-
usul uang hasil kejahatan, tindak pidana ini
termasuk kategori tindak pidana yang

menghambat
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pembangunan maupun Kkesejahteraan

sosial dan menimbulkan keprihatinan
nasional bahkan internasional. Freeman
berpendapat bahwa para pengamat telah
menyatakan bahwa kejahatan selalu ada
(laten) di sektor keuangan daripada di
sektor ekonomi lainnya. (Arjan Reurink,
2016).
Kejahatan itu

pencucian  uang

menunjukkan fakta empiris bahwa

dimensi dan ruang sangat luas sehingga
collar crime,

masuk kualifikasi white-

organized crime, corporate crime, dan

menjadi transnational. Bahkan, seiring
teknologi informasi dalam era 4.0, money
laundering memanfaatkan teknologi
sebagai media untuk berkembang menjadi
bentuk cyber crime. (M. Arief Amrullah,
2015).
Mengingat karakteristik yang
demikian pada tahun 1989 , negara-negara
G7 yang terdiri dari Kanada, Perancis,
Jerman, Italia, Inggris, AS dan Jepang
membentuk Financial Action Task Force

Money Laundering (FATF) di kota Paris.

FATF  melakukan Kkerjasama dalam
menanggulangi jenis kejahatan money
laundering, dengan bekerjasama lintah

pemerintah. Salah satu kegiatan wajib

FATF yaitu menyusun dan
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guna menerapkan peraturan yang efektif
dalam menghandapi tindak pencucian
uang. (M.Amir Amrullah), Indonesia
menjadi observer dan anggota FATF sejak
2018, kemudian Indonesia dinyatakan
sebagai salah satu negara yang termasuk
sebagai Non-Cooperative Countries and
Territories (NCTTs) oleh FATF. Adapun
ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF
yang  sebagian  adalah Bank-bank
internasional akan memutuskan
kerjasama dengan perbankan di Indonesia,
mereka Dberinisiatif menolak Letter of
Credit dari dunia perbakan Indonesia, dan
Lembaga-lembaga keuangan Indonesia
akan dibebani biaya tinggi (risk premium)
terhadap transaksi yang dilakukan dengan
lembaga keuangan luar negeri. (Hibnu
Nugroho, 2016).

Bentuk tindak pidana pencucian
memanfaatan lembaga perbankan dapat
berupa: (Mas Ahmad Yani, 2013)

Menyimpan uang hasil tindak pidana
dalam berbentuk rekning tabungan
/deposito dengan nama palsu;

Menukarkan mata uang hasil
kejahatan dengan satuan mata uang lain
yang lebih besar atau lebih kecil;

Memanfaatkan layanan transfer;

Melakukan transaksi ekspor-impor
fiktif dengan menerbitkan Letter of Credit

(L/C) dengan cara memalsukan dokumen
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dengan melakukan Kkerja sama dengan telah  melalui placement, kemudian
oknum terkait layering untuk menjadi asset yang
Proses pencucian uang memiliki 3
tahap yaitu placement, layering dan
Intergration. Placement adalah upaya
menempatkan wuang atau aset hasil
kejahatan pada sistem keuangan baik yang
berada di dalam negeri maupun luar
negeri dengan tujuan untuk memindahkan
uang/asset tersebut dari sumber asalnya.
Guna menhindar dari pengawasan otoritas
yang berwenang, para pelaku merubah
uang/asset untuk direkayasa ke dalam
bentuk asset yang berbeda. Kedua adalah
Layering, yaitu modus pengulangan
transaksi uang haram untuk
memperpanjang/ mengembangkan alur
pelacakan, dengan cara melakukan
berlapis-lapis transaksi keuangan yang
dirancang untuk menghilangkan jejak.
Modusnya adalah dana untuk membayar
sebagian transaksi impor dengan transfer
ke luar negeri misalnya melalui LC yang
dibayarkan kepada perusahaan yang sah.
Yang kerap terjadi dewasa ini adalah
modus membuat rekening dengan nama
perusahaan yang sebenarnya fiktif. Modus
ketiga dapat dikatakan paling rumit, yaitu
mingling the proceeds of crime, dengan

menempatkan uang hasil kejahatan yang
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diupayakan menjadi terlihat sangat legal.
Pada tahap ini, uang atau asset tersebut
dikaitkan/dicampurkan = dalam  sistem
keuangan yang legal dan diasimilasikan
dengan semua uang atau asset yang ada.
Sehingga seakan aset yang dimiliki pelaku
tersebut, berasal dari kegiatan dan
transaksi legal. (Mas Ahmad Yani, 2013)

Pada saat 1ini, pencucian uang
menjadi fenomena dunia dan merupakan
tantangan internasional, karena prosesnya
tidak hanya dilakukan di dalam yurisdiksi
satu negara melainkan telah melewati
batas-batas antar negara. Pelaku tindak
pidana money laundering berupaya
menyembunyikan sejauh mungkin dari
sumbernya penegak hukum negara yang
bersangkutan, dalam menyelidikinya. (Mas
Ahmad Yani, 2013).

Tindak pidana pencucian uang
dianggap sebagai kejahatan luar biasa
yang sangat merugikan masyarakat.
Pencucian uang juga akan menimbulkan
ketidakstabilan = ekonomi,  mengurangi
pendapatan negara dari sektor pajak,
membahayakan upaya privatisasi
perusahaan negara yang dilakukan oleh
pemerintah. Ada  beberapa  modus
operandi kejahatan pencucian uang
dengan menggunakan obyek dan sarana

yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang
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dalam melakukan operasi pencucian uang

kotornya,yaitu: (Burhanudin Gesi, 2013)

Kerja sama modal, Uang hasil

kejahatan secara tunaidibawa ke luar

negeri. Uang tersebut masukkembali

dalam bentuk kerja sama modal

(Jointventure project). Keuntungan

investasi tersebut diinvestasikan lagi

dalam berbagai usaha lain. Keuntungan

dari usaha lain ini dinikmati sebagai

uang yang sudah bersih,karena tampaknya

diolah secara legal.
Agunan kredit, Uang tunai

diselundupkan ke luar negeri, lalu
disimpan di bank negara tertentu yang
prosedur perbankannya termasuk lunak.
Dari bank tersebut di transfer ke bank
Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian
dilakukan pengajuan pinjaman ke suatu
bank di Eropa menggunakan deposito
tersebut sebagai agunan. Uang hasil kredit
ditanamkan kembali ke negara asal
uang haram tadi.

Penyamaran dokumen, uang tersebut
secara fisik tidak bergerak atau berpindah,
namun keberadaannya didukung oleh
berbagai dokumen palsu seperti membuat
double invoice dalam jual beli dan ekspor
impor, agar terkesan uang itu sebagai hasil

kegiatan luar negeri.
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kemudian dibuat suatu dokumen seakan-
akan ada bantuan atau pinjaman luar
negeri.

Berikut adalah yang penyebab
maraknyq kasus pencucian uang di
Indonesia : (Burhanudin Gesi, 2013)

Rezim devisa bebas memungkinkan
siapa saja memiliki devisa,
menggunakannya untuk kegiatan apa saja
dan tidak ada kewajiban  untuk
menyerahkannya kepada Bank Indonesia

Lemahnya penegakan hokum dan
kurangnya profesionalitas aparat penegak
hukum

Globalisasi terutama perkembangan
global di sektor jasa keuangan sebagai
hasil proses liberalisasi telah
memungkinkan pelaku kejahatan
memasuki pasar keuangan yang terbuka

kemajuan  teknologi di bidang
informasi terutama penggunaan media
internet memungkinkan kejahatan
terorganisasi yang dilakukan oleh lalu
lintas batas menjadi mudah dilakukan,dan

sebagainya.

Upaya Pemerintah Dalam Penegakan
Hukum Tindak Pidana Money
Laundering

Hukum pidana tidak dititikberatkan
pada pengenaan pidana saja, tetapi

merupakan refresif (pengendalian sosial),
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yang dominan terutama pada kejahatan

aras/kompleksitas  tinggi, @ Penegakan

hukum  terkait = money  laundering

memerlukan beberapa referensi, salah
satunya dalam penulisan ini mengutip
keunikan di negara-negara asia terakit
faktor yang berkontribusi terhadap money
laundering, yaitu: (Susan Desai, 2012)

[su umum tentang sejumlah negara
berkembang yang Dbercirikan dengan

kapasitas  kelembagaan relatif

yang

rendah, politik dan ketidakstabilan
ekonomi, dan korupsi tingkat tinggi. Ini
kekuatan menciptakan permintaan dan
peluang uang pencucian;

Prevalensi transaksi

tunai, yaitu

banyak perekonomian di kawasan ini

masih mengandalkan uang tunai transaksi
Adanya Sistem Pengiriman Uang

Alternatif Alasan lain mengapa pencucian

uang tetap lazim di kawasan ini terdapat

sistem pengiriman uang alternatif.

kriminal

Aktivitas tingkat tinggi,

kegiatan kriminal tertentu di Asia
menghasilkan uang hasil kejahatan, yang
mendorong pencucian uang

Norma sosial, budaya dan hukum,
faktor budaya dan hukum dan tradisi
bisnis di Asia berpotensi menimbulkan
hambatan dalam menegakkan aturan

pencegahan pencucian uang.

122

Sebagai jenis kejahatan transnasional
yang terorganisir, money laundering, tidak
hanya merupakan tanggung jawab negara
pernegara, tetapi sudah merupakan
kewajiban seluruh negara yang dapat
diwujudkan dalam Kkerjasama regional
atau internasional melalui forum bilateral
maupun multilateral. Pada awal tahun
2000an FTAF mendesak Indonesia untuk
membentuk suatu peraturan terkait tindak
pencucian uangkarena desakan FTAF
Indonesia melahirkan Undang-Undang No.
15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang. Namun karena pada saat
itu  pencucian uang adalah  hal
baru,pemerintah seperti kebingungan dan
kurang maksimal dalam penyusunan

Undang-Undang tersebut sehingga

terdapat  banyak kelemahan. FTAF

berpendapat bahwa  Undang-undang
tersebut masih belum memenuhi standar
internasional, sehingga Indonesia masih
dimasukkan dalam list of uncooperation
the fight

loundering. (Mas Ahmad Yani, 2013)

nations in against money

Sebagai jawaban dari adanya
desakan FATF mengenai komitmen
Indonesia dalam masalah pencucian

tersebut Undang-Undang TPPU kemudian
diamandemen dengan Undang-Undang No.

25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
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Undang-undang No. 15 Tahun 2002. Dalam
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perubahan ini, beberapa hal yang dianggap
sebagai kelemahan telah dirubah, seperti
Rp.

ketentuan batasan

500.000.000

mengenai
dihapuskan, kemudian

penambahan Pasal 17 A mengenai Anti-

Tipping off dan perluasan definisi
mengenai  transaksi keuangan yang
mencurigakan, serta perubahan jangka

waktu kewajiban penyampaian laporan
transaksi keuangan mencurigakan oleh
penyedia jasa keuangan dipercepat dari 14
hari menjadi 3 hari.

FATF pada tahun 2015 masih
meragukan dari sudut implementasinya,
sehingga Indonsia masih masuk daftar

hitam bersama 11 negara lainnya. Kali ini

alasannya  Indonesia masih  belum
memperlihatkan kesungguhan.
Kesungguhan Indonesia dalam

pemberantasan tindak pidana pencucian
uang, terutama adalah mereka belum
melihat satupun kasus pencucian uang
sampai dilimpahkan ke pengadilan, dari
hal ini pihak FATF menyimpulkan
Indonesia kurang bersungguh-sungguh.
(Edi Waluyo, 2012). Tahun yang sama,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) meluncurkan indeks
tindak

persepsi masyarakat mengenai

pidana pencucian uang dan tindak pidana
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pendanaan terorisme. (Ambaranie Nadia

K.M., 2015). Lebih lanjut, hasil survei
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menunjukkan persepsi masyarakat
terhadap tindak pidana pencucian uang:
(Ambaranie Nadia K.M., 2015) minimnya
teladan dari politisi mendorong terjadinya
pencucian uang 73,95%, lemahnya
penegakan hukum menjadi faktor yang
mendorong tindak pidana pencucian uang,
yakni sebesar 71,68 %, belum efektifnya
pengawasan dalam pelaksanaan aturan
65,91%, eksploitasi sumber daya alam di
daerah perbatasan jauh dari jangkauan
hukum sehingga berpotensi terjadinya
pencucian uang dengan 52,6%.

Problematika yang terjadi dalam
penegakan  hukum  tindak  pidana
pencucian uang dalam golongan white
collar crime , penulis mengutip pendapat
Muladi dalam Barda Nawawai, yaitu:
(Barda Nawawi Arief, 2015)

Kejahatan sulit dilihat (low visibity);

Kejahatan sangat kompleks
(complexity);

Penyebaran pertanggungjawaban
(diffusion of responsibility);

Penyebaran korban cukup luas
(diffusion of victimization);

Kendala pedeteksian dan penuntutan
(detection and prosecution);

Peraturan yang tidak jelas (ambiguos
laws);

Ambiguitas pelaku tindak pidana

(ambiguous man of offenders).
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Pemerintah mengundangkan
Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang,

25 Tahun 2003

menggantikan
Undang-Undang No.
tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang. Dalam Undang-undang ini
fungsi, tugas dan kewenangan PPATK
lebih diperluas. PPATK dalam rangka
pemeriksaan terhadap transaksi keuangan
yang diduga sebagai hasil tindak pidana
sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UU
No 8 tahun 2010, dapat menerobos atau
merupakan pihak yang dikecualikan oleh
undang-undang dari ketentuan-ketentuan
yang mengatur Kkerahasiaan, termasuk
kerahasiaan bank. (Barda Nawawi Arief,
2015)

Dalam pasal 37 ayat (1) Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang menyatakan
bahwa PPATK dalam melaksanakan tugas
dan kewenangannya bersifat independen
dan bebas dari campur tangan dan
pengaruh kekuasaan mana pun. Fungsi
PPATK ini ini sangat penting karena
merupakan salah satu pintu masuk untuk
membongkar kasus

pencucian uang.
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PPATK diberikan otoritas sebagai lembaga

yang dapat menyelidiki keluar masuk atas
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suatu transaksi keuangan yang
menggunakan sistem keuangan dan
perbankan. (Barda Nawawi Arief, 2015)

Global Financial Integrity 2015
melaporkan rerata per tahun dana gelap
yang keluar dari Indonesia mencapai
18.071 milyar US dollar (dalam rupiah 240
triliun) dalam kurun tahun 2004-2013.
Dalam rangka mengatasi kendala-kendala
ini, maka Presiden Joko Widodo
menerbitkan Perpres No.13 tahun 2018
tentang Penerapan Prinsip Pengenalan
Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan
Praktik Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme. (PPATK, 2020). Berdasar
Perpres ini, sebuah korporasi harus
menilai, menugaskan dan  melapor
informasi pemilik manfaat Kkorporasi
kepada pihak berwenang. Informasi
pemilik manfaat harus termasuk di
dalamnya yaitu nama lengkap, identitas
tempat dan tanggal lahir, kebangsaan,
alamat sesuai kartu identitas, alamat di
negara asal, nomor wajib pajak, dan tipe
hubungan antara korporasi dan pemilik
manfaat, dan lebih lanjut semua informasi
tersebut harus dilengkapi dengan data/
dokumen pendukung.

Pasal 77 dan 78 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan TPPU, mengatur
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Sistem pembalikan beban pembuktian
pidana praktik (Omkering van het
bewijslast). Sistem pembalikan beban
pembuktian atau yang lebih dikenal
dengan istilah pembuktian terbalik
merupakan sistem yang meletakkan beban
pembuktian pada tersangka. Jadi, sistem
(hukum pembuktian) ini mengatur proses
terjadinya sesuatu, dan bekerjanya alat
bukti untuk dilakukan suatu persesuaian
dengan perbuatan materiil yang dilakukan
oleh pelaku, dan kemudian
disimpulkan/diintegrasikan untuk
mengetahui terbukti atau tidaknya pelaku
melakukan  perbuatan pidana yang
didakwakan.( Ikwan Fahrojih, 2016). Hal
ini cukup membantu penyidik dalam
memperlancar penyidikan, bahkan untuk
menguji pengakuan terdakwa Pasal 189
ayat (4) KUHAP, dapat dipergunakan oleh
jaksa penuntut umum untuk menganalisa
dan mengembangkan pengakuan
seseorang terdakwa, apakah benar-benar
dia pelakunya dan pihak-pihak mana
bekerjsama dalam perbuatan tersebut.
Pasal 9 ayat (2) UU TPPU
mengamanatkan bahwa penjualan harta
kekayaan milik korporasi yang dirampas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

tidak mencukupi, maka pidana kurungan
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denda dijatuhkan
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dengan memperhitungkan denda yang
telah dibayar. (Mulia Agung Pradipta,
2018). Tentu hal ini disertai
pengaturan/putusan tentang jangka waktu
pemenuhan pembayaran denda atau
mencicil denda tersebut.

Dalam rangka  penanggulangan
money laundering, masyarakat dapat dan
diharapkan turut berperan, dengan
membantu meberikan informasi kepada
aparat penegak hukum dalam memerangi
money laundering, baik secara pribadi
maupun melalui organisasi (LSM, Ormas,
Perguruan Tinggi, Media Massa) dapat
dilakukan dengan kegiatan, pemantauan,
pengusulan konsep, dan sejenisnya, dalam
hal ini peran partisipasi masyarakat akan
dilindungi oleh UU Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka
penulis  menarik  simpulan  bahwa
penanggulangan Money Laundering
sebagai jenis kejahatan transnasional
memerlukan kerjasama dan kemauan dari
seluruh negara di dunia untuk dapat
mengatasi permasalahan ini, sedangkan
pencucian uang baru dianggap tindak
pidana di Indonesia pada tahun 2020,
secara fakta menunjukkan tindak pidana

ini sudah sejak dahulu terjadi. Perjalanan
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panjang upaya pemerintah salah satunya
dengan menerbitkan Undang-Undang No.
8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Proses pencucian uang terjadi
karena faktor yang secara berurutan yaitu,
perbuatan tidak mudah dilihat, memiliki
kompleksitas tinggi, penuntutan, teknis
menyebar tanggungjawab, menimbulkan
korban yang menyebar luas. Menurut
penulis, kendalanya adalah jika tejadi pada
kejahatan yang menimbulkan kerugian
relatif kecil, dan terbatasnya anggaran
penyidikan dalam penelusuran tindak
pidana pencucian uang, sehingga yang kita
lihat tindak pidana pencucian uang pada
umumnya hanya menyentuh kasus
berskala nasional (bernilai besar) dan
tidak terkait langsung dengan faktor
kinerja PPATK.
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